
selaku Pembina BUMD mau-
pun RUPS PT Taru Martani
telah memerintahkan kepada
Direktur PT Taru Martani agar
segera menarik kembali inves-
tasi tersebut dan mengalihkan
dana ke Bank Umum pemerin-
tah. Menurut Kepala BPKADIY
Wiyos Santoso, berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Inspektorat DIY Nomor
X.700/121/PK/2023  22 De-
sember 2023 terkait Penga-
wasan dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan atas Pengelolaan
Operasional PT Taru Martani
Tahun 2022 dan Tahun 2023
(sampai dengan bulan Mei),
diketahui bahwa atas investasi
tersebut telah terjadi kerugian
investasi yang mengakibatkan
dana investasi tidak dapat di-
tarik kembali.

Atas dasar temuan Inspek-
torat tersebut, Pemda DIY me-
ngirimkan surat kepada
Kejaksaan Tinggi DIY nomor
900.1.13.2/2331 tanggal 19
Maret 2024 perihal Permo-
honan Bantuan Penyelesaian
Permasalahan pada PT Taru
Martani DIY. "Permasalahan in-
vestasi trading tersebut juga
telah menjadi temuan BPK RI
berdasarkan LHP BPK atas
Laporan Keuangan Pemda
DIY Tahun 2023 terkait Sistem
Pengendalian Intern dan
Kepatuhan terhadap Keten-
tuan Peraturan Perundang-
Undangan Nomor

9B/LHP/XVIII.YOG/03/2024
tanggal 28 Maret 2024 dan
merekomendasikan kepada
Gubernur DIY untuk mempro-
ses penyelesaian investasi de-
rivatif pada PT Taru Martani se-
besar Rp18.691.612.480,00,"
paparnya.

Sementara itu, Jogja
Corruption Watch (JCW) men-
dukung Kejati DIY untuk tidak
berhenti setelah menetapkan
NAA sebagai tersangka. Tapi
perlu didalami adanya keterli-
batan pihak lain dalam perkara

yang menjerat Direktur PT Taru
Martani tersebut.

"Karena terasa janggal jika
Kejati DIY berhenti hanya pada
tersangka NAA saja tanpa
menelusuri adanya keterlibatan
pihak lain. Karena umumnya
jarang sekali pelaku korupsi itu
tunggal, apalagi korupsi de-
ngan nilai kerugian yang besar.
Perlu ditelusuri keterlibatan pi-
hak lain dalam perkara ini,"
tegas aktivis JCW Baharuddin
Kamba, Rabu (29/5). 

(Sni/Ria/Zie)-f

di bawah pemerintahan ÓFami-LeeÓ. Yang
perlu dicatat adalah bahwa Singapura bukan-
lah Indonesia, walaupun lokasi Singapura ter-
letak di ketiak Indonesia.  Di bawah bayang-
bayang kritikan ÓFami-LeeÓ Lee Junior fokus
memajukan Singapura di berbagai sektor.  

Dalam wawancara terakhirnya sebagai
perdana menteri dengan media lokal pada
akhir pekan lalu, dia berterimakasih kepada
masyarakat Singapura atas dukungan mere-
ka.ÓSaya tidak mencoba berlari lebih cepat
dari orang lain. Saya mencoba mengajak se-
mua orang untuk berlari bersama saya,Ó
katanya. Dan menurut siapapun dia berhasil.

Di bawah kepemimpinannya, perekonomi-
an Singapura tumbuh pesat. Pulau yang du-
lunya disebut imperium Tumasik itu menjadi
pusat keuangan internasional dan salah satu
tujuan wisata utama dunia. PDB perkapitanya
meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20
tahun terakhir. GDP perkapita mereka
sekarang adalah lebih dari US$ 91 ribu, se-

mentara kita sangat bangga dengan perole-
han US$ 5000 tahun ini.

Dalam geopolitik internasional, Lee dengan
hati-hati menyeimbangkan hubungan
Singapura dengan AS - China di tengah tarik-
menarik persaingan yang semakin ketat an-
tara dua negara adidaya itu untuk mendapat-
kan loyalitas di Asia.

Kehebatan ekonomi Singapura dan kepe-
mimpinan Sino-sentrik seolah merupakan
gabungan unsur kimiawi yang cocok untuk
memediasi perang dagang Sino-Amerika.

Tanpa menjanjikan meneruskan warisan
keberhasilan pendahulunya, Lawrence Wong
yang cukup lama menjabat sebagai wakil
Perdana Menteri, dengan tegas menyatakan
akan memimpin kemajuan Singapura de-
ngan caranya sendiri.

Master Ekonomi lulusan Harvard yang
baru berusia 51 tahun ini, seperti para pen-
dahulunya, mengutamakan kepemimpinan
cara mereka masing-masing untuk menun-

jukkan bahwa masing-masing memiliki ke-
unggulan yang tidak perlu. Yang baik dari
para pendahulunya pasti secara otomatis
akan dilanjutkan tanpa harus dijanjikan se-
cara terbuka.

Suksesi kepemimpinan Singapura ini bo-
leh dijadikan model pembanding di Indonesia.
Kalau di Indonesia pertunjukan drama kera-
jaan disajikan secara vulgar, di sana Ómen-
gundurkan diriÓ dijadikan bukti nyata bahwa
meritokrasi adalah model terbaik untuk ma-
syarakat modern, apalagi jumlah penduduk
Indonesia lebih dari 270 juta, sementara
mereka hanya kurang dari 7 juta jiwa.

PM termuda di Singapura ini kita harapkan
untuk tetap mengedepankan hubungan sa-
ling menguntungkan yang simetrik antara RI
dan Singapura. Cepat atau lambat, langsung
maupun tidak langsung, kepemimpinan anak
muda ini akan menjadi bagian dari cermin
mutu kepemimpinan kita yang juga baru saja
terpilih. Apa boleh buat !
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Ketum   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Korupsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1
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ATAS DUGAAN PENCUCIAN UANG

14 WNI Ditangkap di Hong Kong

Penyidik   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Keluarga    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

24 Pemegang    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

JAKARTA (KR) - Kemen-
terian Luar Negeri Republik
Indonesia menerima informasi
bahwa pihak Kepolisian Hong
Kong menahan 14 Warga
Negara Indonesia (WNI) yang
tengah diselidiki atas tuduhan
kasus pencucian uang.

Menurut Direktur Pelindung-
an WNI dan BHI Kemenlu RI
Judha Nugraha, Konsulat
Jenderal RI di Hong Kong me-
nerima informasi tersebut pa-
da Selasa (28/5), yang me-
ngabarkan bahwa 14 WNI
tersebut ditangkap bersama 6
warga Hong Kong.

"Ke-20 orang tersebut
diduga kuat terlibat kejahatan

pencucian uang dan saat ini
masih dalam tahap penyi-
dikan," kata Judha dalam takli-
mat media di Jakarta, Rabu
(29/5).

Merespons kabar tersebut,
KJRI Hong Kong segera me-
minta akses konsuler untuk
bisa menemui 14 WNI yang
diduga melakukan pencucian
uang dan memberikan asis-
tensi yang diperlukan, ucap
Judha.

Pihak kepolisian Hong Kong
menyatakan akan segera
memberi pernyataan tertulis
secara resmi kepada KJRI
mengenai rincian nama-nama
WNI yang terjerat dugaan

pencucian uang tersebut, kata
Direktur Kemenlu itu.

Ia mengatakan, ke-14 WNI
tersebut diduga merupakan
pekerja migran yang diminta
suatu sindikat pencucian uang
untuk membuka rekening
bank secara daring, yang ke-
mudian mereka pinjam. Re-
kening-rekening tersebut ter-
nyata digunakan sindikat pen-
cucian uang untuk menam-
pung uang hasil kejahatan.

Oleh karena itu, Judha me-
ngingatkan supaya WNI dan
pekerja migran Indonesia,
khususnya yang berada di
Hong Kong, berhati-hati terha-
dap berbagai modus pencu-

cian uang yang merupakan
kejahatan pidana di kawasan
itu.

Ia juga mengingatkan su-
paya pekerja migran Indo-
nesia tidak mudah membu-
atkan rekening baru dan
meminjamkannya ke orang
lain di luar negeri, bahkan de-
ngan iming-iming mendapat
sebagian dari uang tersebut.

"Jangan mudah tergiur keti-
ka ada permintaan untuk
membuka akun rekening bank
daring dan kemudian akun
tersebut digunakan oleh pihak
lain untuk menampung dana-
dana yang tidak jelas," kata-
nya.                         (Ant/San)-d

"Di sini penting sekali, perlu adanya
kesinambungan, balancing antara yang na-
manya pengusaha dan juga pekerja. Nah ini
maksud dan tujuannya baik, tinggal
bagaimana supaya jangan memberatkan
pengusaha tetapi juga membantu yang na-
manya pekerja," ujar Arsjad.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan (DK LPS) Purbaya
Yudhi Sadewa menyatakan, peraturan terkait
Tapera akan mempengaruhi daya beli ma-
syarakat dan tren tabungan di bawah Rp 100
juta. "Jelas pasti pengaruh. Jadi disposable
income-nya (pendapatan yang siap dibelan-
jakan) kan akan turun. Seandainya bisa ak-
ses uang itu nanti pun masih nanti. Yang jelas
konsumsi mereka sekarang akan terpen-
garuh," kata Purbaya.

Menurutnya, daya beli masyarakat
mungkin akan sedikit melambat karena pen-
dapatan yang siap dibelanjakan akan berku-

rang. Ia pun berharap Tapera tersebut dikelo-
la dengan baik sehingga mendorong pereko-
nomian bangsa. "Harusnya kalau ada pro-
gram seperti itu, sudah ada persiapan untuk
membelanjakannya dengan baik dan optimal
sehingga dampaknya ke masyarakat akan
bagus. Kalau ekonominya bagus, masyara-
kat kan juga bagus," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo
menganggap wajar apabila masyarakat
berhitung mengenai potongan gaji pegawai
sebesar 3 persen untuk Tapera. Pemerintah
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat, mengatur besaran Iuran
Peserta Pekerja Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera) dari BUMN, Badan Usaha
Milik Desa hingga perusahaan swasta.

Dalam Pasal 15 ayat 1 PP tersebut disam-

paikan Besaran Simpanan Peserta ditetap-
kan 3 persen dari gaji atau upah untuk peser-
ta pekerja dan penghasilan untuk peserta
pekerja mandiri.

Sedangkan pada ayat 2 yakni Besaran
Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk peserta pekerja ditang-
gung bersama oleh pemberi kerja 0,5 persen
dan pekerja 2,5 persen. Sedangkan Besaran
Iuran Tapera untuk peserta pekerja dari ASN
menurut Pasal 15 ayat 4b yakni pekerja yang
menerima gaji atau upah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan (Menkeu) dengan berkoor-
dinasi dengan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di pendayagu-
naan aparatur negara (Menteri PAN-RB). 

(Ant/San)-f

"Total yang harus dikembalikan oleh keluarga
SYL kurang lebih Rp 2 miliar dari seluruhnya yang
berkaitan dengan kasus SYL Rp 44 miliar," kata
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak saat ditemui di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,
Rabu (29/5).

Jaksa menuturkan, selama persidangan terdapat
perbedaan persepsi antara para pejabat
Kementerian Pertanian (Kementan) dengan keluar-
ga SYL. Adapun dalam sidang pemeriksaan saksi,
para pejabat Kementan mengaku kebutuhan uang
untuk keluarga SYL berasal dari permintaan dan
paksaan, sedangkan keluarga SYL berdalih uang
tersebut diterima berdasarkan tawaran para pejabat
Kementan.

"Nanti kami buktikan mengenai hal ini di pemba-
caan tuntutan. Yang terpenting, mudah-mudahan
keuangan negara bisa segera dikembalikan sehing-
ga keuangan negara bisa pulih dan dipergunakan
dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor
Jakarta, Rabu (29/5), anak SYL, Kemal Redindo
mengaku siap mengembalikan uang Kementerian
Pertanian (Kementan) yang ia pakai dan nikmati,
baik dari korupsi anggaran Kementan maupun hasil
pemerasan SYL. "Saya siap mengembalikan," kata
pria yang akrab disapa Dindo sapaan karib Kemal

Redindo itu.
Dindo mengatakan, pengembalian uang tersebut

merupakan permintaan dirinya secara pribadi dan
belum ada penawaran dari KPK untuk mengemba-
likan uang yang dinikmati dirinya saat diperiksa oleh
KPK. Dalam beberapa sidang pemeriksaan saksi
sebelumnya, terungkap bahwa Dindo merupakan
salah satu anggota keluar SYLyang menikmati hasil
korupsi dan pemerasan dari ayahnya.

Selain Dindo, dalam sidang pemeriksaan saksi
terungkap pula istri SYL, Ayun Sri Harahap, anak
SYL Indira Chunda Thita, dan cucu SYLAndi Tenri
Bilang (Bibie) juga pernah menikmati aliran uang
haram dari SYL tersebut dalam jumlah yang fan-
tastis.

Kendati Dindo mau mengembalikan uang yang
dinikmati, Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh meng-
ingatkan pengembalian uang negara yang telah
dinikmati ke KPK, baik oleh SYL maupun keluar-
ganya, tidak menggugurkan indikasi pidana, sesuai
Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

"Itu hanya merupakan salah satu hal yang akan
meringankan. Tapi jika ada niat baik kan bagus, su-
dah mengakui dan mengembalikan sebelum tuntut-
an dilayangkan," ujarnya.                            (Ant/Has)-f

Petugas pun langsung mengecek ke dalam bus.
Ketika ditanya, mereka mengaku sebagai jemaah
Furoda. Jemaah Furoda bukan bagian dari kuota
jemaah Indonesia, tapi undangan khusus dari Arab
Saudi. "Kami tanya, mereka jawab jemaah Furoda,
sehingga kami tidak tanya, apa dibawa apa tidak
dokumen-dokumennya. Tapi informasi dari
Masyariq mereka pakai visa umrah," jelasnya.

Menurut Hegemur, setelah dicek petugas di Bir
Ali, jemaah tersebut langsung buru-buru kembali ke
bus. Namun, belum sempat meninggalkan Bir Ali,
mereka harus melalui pemeriksaan (Check Point)
awal menuju Makkah di Bir Ali oleh pihak Masyariq.
Check Point ini untuk memastikan, jemaah yang
melakukan perjalanan ke Makkah adalah mereka
yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan
haji, seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen
visa haji dan paspor.

Apabila dinyatakan aman dan boleh melanjutkan
perjalanan, maka akan mendapat stempel dari pi-
hak Masyariq. Tetapi dalam kasus ini, jemaah terse-
but tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen
yang diminta. Mereka disebut-sebut hanya memiliki
visa umrah. Dengan demikian, pihak Masyariq
melaporkannya ke kepolisian setempat. "Jadi me-
nurut mereka, jemaah tersebut memakai visa um-
rah. Lalu melaporkan ke polisi di sana," kata Aziz.

Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah Ali
Machzumi mengatakan, Pemerintah Arab Saudi te-
ngah melakukan pemeriksaan ketat dan berlapis
bagi jemaah yang akan menuju ke Makkah.

Sementara dari Jeddah dilaporkan, JCH
Indonesia terus berdatangan di Arab Saudi.
Laporan terakhir dari Petugas Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH), kemarin sudah tiba 124.782
orang yang terbagi dalam 317 kloter. 

Kepada para jemaah yang telah tiba, diimbau un-
tuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik.
Termasuk diantaranya  mematuhi larangan dalam
berihram. Khusus  para jemaah yang datang ke
tanah suci gelombang kedua, Kabid Bimbingan
Ibadah PPIH Arab Saudi, Zulkarnaen Nasution
mengharapkan kepatuhan ketika menjlankan
ibadah umrah wajib, sebelum tiba pelaksanaan
ibadah haji. Termasuk dalam berihram.

Kepatuhan dalam berihram juga diharapkan di-
laksanakan para jemaah saat menjalankan puncak
ibadah haji, yakni di Arofah, Muzdalifah dan Mina.
Berihram merupakan salah satu rukun haji, yakni
rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam
ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan
lain, walapun dengan dam. Jika rukun ini diting-
galkan, ibadah haji seseorang tidak sah. 

(Ant/Jon)-f

Berdasarkan permohonan tersebut, BPKP
melakukan prosedur-prosedur audit,
penyidikan dan juga meminta keterangan
para ahli. "Kami serahkan hasil audit perhitun-
gan kerugian negara perkara dugaan tidak pi-
dana korupsi tata niaga komoditas timah,
seperti disampaikan Jaksa Agung total keru-
gian sekitar Rp 300,003 triliun," kata Ateh.

Perkara dugaan korupsi timah sendiri sam-
pai saat ini masih terus bergulir. Selain meme-
riksa saksi-saksi, penyidik juga melakukan
penyitaan aset-aset para tersangka untuk
mengembalikan kerugian negara. Hingga
saat ini penyidik telah melakukan pemblokir-
an terhadap 66 rekening, 187 bidang tanah
atau bangunan, serta menyita sejumlah uang
tunai, 55 unit alat berat dan 16 unit mobil dari
para tersangka.

Selain itu, tim penyidik juga telah melaku-
kan penyitaan terhadap aset berupa 6

smelter di wilayah Kepulauan Bangka
Belitung dengan total luas bidang tanah
238.848 m2, serta satu Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota
Tangerang Selatan. Lalu untuk 6 smelter
akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), sehingga tindakan penyitaan yang
dilakukan tetap menjaga nilai ekonomis dan
tidak memberikan dampak sosial.

Terbaru, Penyidik Jaksa Agung Muda
Tidak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan
Agung menetapkan Direktur Jenderal Mineral
dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
periode 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono
(BGA) sebagai tersangka dugaan tindak pi-
dana korupsi tata niaga timah. "Benar hari ini
kami memeriksa empat saksi, salah satu dari
empat saksi tersebut, yakni saudara BGA

berdasarkan alat bukti yang cukup kami ting-
katkan statusnya sebagai tersangka," kata
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejak-
saan Agung Kuntadi di Jakarta, Rabu (29/5).

Kuntadi menjelaskan, BGA diperiksa
bersama empat orang saksi. Hingga kini pe-
meriksaan masih berlangsung, dan setelah
proses pemeriksaan selesai akan ditentukan
apakah dilakukan penahanan atau tidak.
Dalam perkara timah yang merugikan ke-
uangan negara Rp 300 triliun ini, BGAselaku
Dirjen Minerba para periode 2018-2019 mela-
kukan perbuatan melawan hukum berupa
mengubah Rencana Kerja dan Anggaran
Biaya (RKAB) tahun 2019 dari 30.217 metrik
ton menjadi 68.300 metrik ton. "RKAB 2019
diubah dengan mengabaikan prosedur dari
semua 30.217 metrik ton menjadi 68.300
metrik ton, atau meningkat signifikan 100
persen," kata Kuntadi.                      (Ant/Has)-f

bentuk apresiasi yang diberikan kepada da-
erah yang sudah dapat mengelola arsip de-
ngan baik. Selain itu, keberhasilan dalam me-
ngelola arsip dengan baik juga merupakan
bagian dari penilaian akuntabilitas kinerja.

"Nilai kearsipan yang baik menjadi bagian
dari akuntabilitas kinerja. Predikat DIY untuk
akuntabilitas kinerja secara keseluruhan me-

mang sudah AA. Dan sebetulnya salah satu
variabelnya adalah kearsipan," jelasnya.

Wawan menyampaikan, DIY meraih
predikat AAkarena berhasil memperoleh nilai
95,33 saat penilaian. Angka ini masih bisa di-
tingkatkan dengan melakukan pemenuhan ter-
hadap nilai variabel sumber daya kearsipan
yang dinilai masih kurang. 

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto mengung-
kapkan, fungsi pengawasan kearsipan pada ke-
menterian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Perguruan Tinggi Negeri diperlukan untuk me-
mastikan arsip milik negara dikelola dan disela-
matkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah, serta merupakan identitas dan
jati diri sebagai memori kolektif bangsa.    (Ria)-d


